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Kepada 
Mereka yang tanpa daya 

tersisih 
dan 

menderita 
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but to face it up bravely 
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RINGKASAN 

\\ Hukum Admillistrasi adalah cabang hukum yang mengatur nonna-nonna 

Icnlang pcnggllnnan kcwcnangan pClllcrintahan olch pClllcrinlah, peranserta 
GJ 

rakyat dalam pemerintahan, dan pengayolllan hukumU Dalam pada ituHuklUll 

Administrasi berpotensi untuk llIenciptakan tatanan sosial yang berkeadilan 

sosiaI.I/Dalam rangka itu, Bukum Administrasi berpofensi wltuk melllecallkan 

Illasalah kemiskinan. Hal ini mellgingat bahwa kemiskinan illl pada akhimya 

merupakan salah satu indikasi ketidak-adilan. 
fc~". I 

IIAdapun kemiskinan ilu pad a hakekatnya llIengandlmg 2 (dua) pengertian 

pokok. Pengertian yang pertama bersirat absolut-kuantitatif. Kellliskinan dalam 

hal ini merupakan masalah ekonomi semata. Gejala kemiskinan diidentifikasi 

secam terukur di dnlam bentuk allgka-allgka. Sementara ilu, kemiskinan dalalll 

arti yang kedua lebih mengandung sifat relatif-kualitatif. Kemiskillan menllrut 

pengenian ini merupakan sualu pennasalahan yang lebih strukturaL Kemiskinan 

dengan dcmikian merupakan bagian yallg integral dari proscs pernbangllnan 

ataupllll modernisasi. Kellliskillan merupakan sesuatu yang erat tcrkait dengan 

struktur sosial, yang mengandung situasi kelangkaan akan rasa aman, kelangkaan 

akan kebebasan, maupull kelallgkaan akan pengayoman dan partisipasi. 

Memallg.pellllasalahan kemiskinan itu pertama-truna adalah permasalahan 

yang berkaitrul langsung dengan lIlasalah keterbatasrullllateriaI. Kemiskinan itu 

pada asasnya merupakan suatl! kOIldisi kctidak-malllpuan orang dalalll mcmenuhi 

keblltuhan-kebutuhan prirnernya. Kellliskinan itu langsung berkaitan dengan 

masalah kekurangan dan kctidak-mampuan orang untuk menguasai kekayaan 

(material) atanpun akses dan konlro\ atas sumber-sumbcr daya ekolJomis. Namun 

demikirul dimensi llon-ekonomis pennasalahan kemiskinan yang bersirat kualitatif 

ituptm perlu memperoleh perhatian serius pula. Dimensi ekonomis pennasalalulIl 

kemiskillan perlu diidentifikasi untuk lllengllkUf garis kemiskin311 absolut. Akan 

tetapi dimensi politis-kultural juga diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab 
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kemiskinan itu. Hal ini mengingat ballwa pemeealulIl masalall kemiskinan itll 

tidak culmp dengan pengueuran dana sebanyak-banyaknya kepada kaum miskin 

saja, melainkan teiutama dengan eliminasi faktor-faktor penyebab kemiskinan ifu) 

Adapun kemiskinan itu sendiri timbul karena pelbagai sehab. Seeara umum 

ada 2 (dua) sebab ntarna, Pertama, kemiskinan itu timbul karena faktor kultural, 

yang berproses seeara tradisional dalam perjalanan budaya suatu bangsa. Sebab 

utama yang kedua, erat terkait dengan urusan pembangunan dan modemisasi. 

Tradisi suatu bangsa khususnya tradisi ketatanegaraarmya dapat merupa­

kan sebab tirnbulnya kerniskinan rakyat bangsa yang bersangkutan. Kasus bangsa 

Indonesia rnenul1jukkan hal ini. Sejarall ketatanegaraan bangsa Indonesia berkisah 

bahwa kerniskinan yang dialami oleh rakyat keeil itu terutama diakibatkan oleh 

pandangan tradisional Indonesia, khususnya yang menyangkut hubungan Raja 

(yang sepenuhnya memegang fungsi pemerintalJan) dengan rakyat. Raja merniliki 

segalanya, dan rakyat tidak memiliki apapun. Raja adalall subyek dan rakyat 

adalah obyek. Raja berwenang dan rakyat berkewajiban. Rakyat tidak memiliki 

sarana untuk berperanseJ1a dalam proses politik, yang mengakibatkan kedudukan­

nya senantiasa ada pada struktur sosial bawah. Tidak ada sarana untuk rnenolong 

nasibnya sendiri. Segalanya tergantung pada budi baik sang Raja. Rakyat tidak 

memiliki apapllll, baik yang bersifat ekonomis maupun yang bersifat politis. Akan 

tetapi ini sernua dianggap sebagai sesuatu yang sewajamya. Kalau rakyat miskiu 

dan tanpa daya itu suratan nasib. Raja rnemang hams hid up sejahtera, sementara 

rakyat eukup asal waras saja. Dalam konteks sedemikiall ini wajar dan sepantas­

nyalah bahwa rakyat itu miskin. 

Dalam pada itll lIlodernisasi yang scbcnarnya telah bcrkenalan dcngan 

burni Nusantara ini sejak masa penjajahan Belanda itll, justm mcmperparah 

keadaan. Modemisasi melalui sistem Tanam Paksa maupull Politik Piiltu Terbuka 

bahkan Iebih menyengsarakan rakyat Indonesia. Kemajuan dan kesejaliteraan, 

khllsusnya di bidang ekonomi hanya dinikmati oleh golongan elite kolonial 
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Belanda saja (goIongan eropa, golongan timur asing dan golongan elite priburni). 

Rakyat keciI tetap tidak memiliki akses politis, tetap tanpa daya, dan tetap berada 

pada struktur sosial terbawah. 

Upaya untuk menyejahterakan rakyat Indonesia di masa pasca-kemerdeka­

an melalui proses pembangunan, terutama yang mulai dirintis sejak masa Orde 

Baru memang telah membuahkall hasil. Pembangunan yang dititik-beratkan pada 

bidang ekonomi jni telall berhasil menUfUllkan junuah rakyat yang hidup di 

ba wah garis kerrliskillall. Dengan demikian rnasalall kemiskinan berdasarkan 

pengertian yang peItama, relatif tertanggulallgi. Namlln demikian kemiskinan 
/:]\, 

menurut arti kata yang kedua JUSti1l semakin parahJrkeberhasilan pembangmlan 

ekonomi memunculkall keseltiallgan sosial yrulg semakill melebar dengan stl1lktur 

sosial yang semakin tidak adi!. Kallll1 miskin tidaklah cukup memiliki kelmggulan 

komparatif di dalrun proses persaingan pasar bebas. Segala sesuatullya cendemllg 

mengarall ke belltuk-belltuk yang bersifat monopolistik, dengan pengllasaan oleh 

kaurn yang memiliki kemrunpllan lebih. Bahkall tidak jarallg, kaum yang mampll 

ini justru didllkung oleh kewenangan publik yang ada di tangan pemerintah. 

Akibamya, kemiskinan stmktural-ontologis yang secru'a tradisional ada di 

kalallgall rakyat bawah justru semakin diperkuat. i 

Nanlun demikirul, terlepas dari sisi-sisi gelap kapitalisme sebagai sponsor 

ulruna proses modemisasi illi, kita belajar bahwa kehidupall modem perlu dijalalli 

secara rasional. Artillya masalah efisiellsi, efektivitas seIta konsistensi (rasionali­

las) harus senrultiasa mewamai proses pembrulgunrul. Di lain pihak, kubu sosialis 

I kiranya tidak henti-hentillya mengingatkrul kita, bahwa ada sesllatu yrulg lebih 

dari sekedar rasiollalitas yrulg perlu diperjuangkrul oleh proses pembangunrul itu. 

Nilai atau maItabat manusia adalah prioritas utama dalrun proses pembangllnan.v 
'~ ~ 

jDari titik illilall pennasalallan hukum dan keadilan sosial, khllsllsnya 

masalall kemiskinan meltiadi marak. Kemiskinan kini tidak lagi hanya diartikan 

sebagai kOlldisi yang serba kekurrulgan, terulruna di dalam bidang mated, 
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melainkan juga meliputi kondisi terlempamya kaum mislcin itu dari sistem so sial 

yang ada. Uraian ini menlllljllkkall bahwa diperIlikan sllatu keadilall sosial. 

NamUll pelaksanaall keadilan sosial ini tergantul1g pada stmktur kekuasaan yang 

ada di masyarakat. Oleh karena itu, stmktur-stmktur kekuasaan yang memaksa 

orang UIltuk tetap mislcin dan tidak berdaya itu haruslah diubah. 

Dari uraian di atas tampaklah bahwa dalam hal masalah kemiskinan 

HuklUll Admillistrasi dituntut UIltuk berfungsi sebagai pengatur dan pengarah bagi 

pemerintah gUlla memeeahkan masalah kemislcinall dellgan seluruh dimellsillya 

seperti yang tersebut di atas. Selaill itu HuklUll Admillislrasi juga dituntut 

fungsinya sebagai pengayom kaum miskin dari kemungkinan penggllnaan daya 

(power) yang di Illar batas baik oleh pemerintah maupull oleh kaum mampll. Alas 

dasar itu, maka urusan HukumAdminislrasi yang beroricntasi kepadakepenting~ 

an kallm miskin inilah yang merupakan pokok permasalahan di sini. /; 

Mengingat urman di atas lIlaka tujuan penelitian ini difokllskan kepada 

lIlasalah kemisklnan dan fungsi Hukum Administrasi dalam menangani masalah 

tersebllt Dengan demikiall, lIlaka tujuan pellelitiall ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: Bagaimanakall fUllgsi Hukum Administrasi itu di dalam memecahkan 

lIlasaiah kemiskillan, khususnya masaiall kemiskinan struktural. 

Masalallllya di silli adalah pembangunan itu tentu tidak hanya berurusall 

dellgan urusan produksi dan distribusi barang-barang material saja. Perkembang­

an teknologi.seringkalijllstm merusak nilai-nilai lUlggul serta tidak mengindahkan 

martabat manusia. Herbert Marcuse ballkall mellgklaim ballwa telah leljadi 

perbudakan teknoiogi alas manusia di dalam proses modemisasi ini. Padallal 

pembangullall itu juga harus menciptakan kondisi yang memajukan martabat 

mannsia itu sendiri. 

Selanjutnya Franz Magnis-Suseno (l986b:363) mencoba merumuskan 

pembangunan yang bemuansa kemanusiaan itu, sebagai pelllbangllnan yang 

lIlampu mengantarkan setiap orang yang merupakan sasaran pelllbangllnan itu 
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merasa sejahtera dan terbantu dalam usallanya untuk mencapai kebahagiaan. 

Dikaitkan dengan makna pembangunan yang berkeadilau so sial, pembangunan 

dcngan demikian berarti menciptakan struktur sosial yang adil. 

Dengan demikian upaya pembangunan itu kiranya harus disatu-napaskan 

dcngan urusan keadilan sosial. Adapun asas kcadilli.l1 sosial itu terdiri atas asas 

kebebasan untuk mengaktualisasikan diri, asas kesempatan yang terbuka untuk 

sctiap orang, dan asas prioritas kepada kaum miskin. 

Sehubungan dengall itu Van Wijk (1990:35) mengajukan tiga landasan 

bagi terselenggal-anya tatanan dan fungsi Hukmn Administrasi secara optimal. 

Landasan yang pertama asas demokrasi. Asas ini pada prillsipnya menghendaki 

agar rakyat sendirilah yang menentukan nasibnya sendiri. Landasan yang kedua 

adalah asas negara hukum. Asas ini penting dalam menjamin serta melindungi 

martabat manusia, terutama dalam rangka pemecallan masalall kemiskinan. Asas 

ini pada gilirannya diharapkan dapat memelihara integritas rnaupun harga <liri 

manusia yang terancam pelbagai ekses modernisasi serta pembangunan itu 

sendiri, khususnya konsumerisme, materialisme, dan teknologisme. Namull 

demikian ciri khas modernisasi itu sendiri, yaitu efisiensi dan efektivitas juga 

merupakan landasan Hnkum Administrasi pula. 

Dalam pada itu berda~arkan metoda hermeneutika, penelitian in i berangka t 

dari fungsi Hukum Administrasi dalam rangka pemecahall masalall kemiskinan, 

yang solider dengan kaum lniskin. Dalarll proses pembauran (Horizonverschmelz­

ling), timgsi Hukrull AdIninistrasi ini dipadukan dengall asas keadilan sosial. Dari 

sana muncul suatu kesamaan pandang (shared standpoint) tentang fungsi Hukum 

Administrasi dalam upaya hukum memecahkan masalah kemiskinan, khllsusnya 

di Indonesia. Adapun fungsi Hukunl Administrasi tersebllt adalah sebagai beriklll: 

Secara normatif, Hukum Admillistrasi dalam hal upaya hukum pemecahan 

masalah kemiskinan ini berfungsi untuk menata dan memberi arahan, baik bagi 

pemerintah maupun bagi rakyat. Terhadap pemerintah, selaras dengan asas 
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kebebasan untuk mengungkapk!UI diri, Hukmn Administrasi berfungsi menata dan 

mengarahkan reksa pemerintahan y!Ulg tr!Ulsparan dan yang melibatkan peranserta 

mkyat dalam mengupayakan kesejahteraan umum rakyat itu sendiri. Pemerintah 

datam rcksa pcmcrintall!UI ini bcrtindak h!Ulya sckcdar sebagai jurumudi, y!Ulg 

mcngarahk!UI jalmUlya balItcra ncgara, dan bukan lagi y!Ulg mcngatur segal!Ulya. 

Sckaligus pcmcrintah membcrikml prioritas perhati!UI dan pengayoman kepada 

kaum miskin, sesuai dengan asas prioritas kepada kaum miskin. 

Oalam pada itu bcrdasark!UI asas kesempatlUl ymlg smlla,(/iPara aparat 

pcmcrintahml, scbagai aparat y!Ulg secara cfcktif dml cfisicn mcngabdikall diri 

bagi kcpcntingan umUlIl dan kepcntingan rakyat pada umumnya dituntut sikap 

Illltuk tidak memihak temtama kcpada kaum mampu. Sikap y!Ulg patemalistik, 

sikap y!Ulg bcroricntasi ke alas, d!UI ncpotismc serta kolusi kir!Ulya adalah faktor­

faktor yang dcslruktif bagi upaya hukum pcmecalI!UI masalall kemiskinan. I' 
Oi lain pihak Hukum Administrasi juga mcngaturrakyat sedemikiml mpa, 

sehillgga keseluangan sosiall1lcnjadi sel1lakin l1lellyempit. HukullI Adminislrasi 

Juga llIendorong rakyat, khususuya kaul1l berada yang posisinya di alas garis 

mandiri untuk bersikap mandiri dan profesional. Mereka perlu didorong untuk 

tidak selalu menyandarkan diri atau selalu mengharapkan fasilitas, subsidi, 

prOleksi, koneksi, scrla pelbagai kemudahml publik lainnya dari pihak pemerinlah 

semata. Untuk itu perlu kir!Ulya ditctapk!UI suatu garis mandiri yang tidak terlalu 

tinggi, sehingga tugas reksa pemerintahan oIeh pemcrintah mcnjadi scmakin 

ringan dml semakin bmIYak rakyat yang llIampu mandiri dan profcsional. Oi sini, 

asas desentralisasi dml asas subsidiaritas mempakan asas-asas yang akan banyak 

berperan dalam t\paya pemberdayaml, baik terhadap kamn mmnpu, llIaupun kaum 

Illiskill. Pel1lberdayaan ini Illcliputi pClllberdayaan di bidang ekonollli maupun di 

bidang politik. 

NmllWI dcmikian Hukulll Administrasi tcrbukti tidak mampu mcnycleng­

garakan fungsillya di dalalll mengatur serta lllcngarahkmi pcrilaku pernerintah. 
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Pemerintahjustru terbukti melanggar asas keadilan sosial itu sendill. Sebaliknya 

fungsi norrnatif bagi rakyat sepenuhnya terselenggara. Namun penyelenggaraan 

fllngsi Jlonnatifbagi rakyat. ini kiranya diwamai dengan pelbagai pelanggaran atas 

nilai-nilai dan martabat kemanllsiaan. 

Secara instrumental, Hukum Administrasi di dalam upaya hukmn 

pemecahan masalah kemiskinan ini, lerutama berftmgsi secara pasif melalui tugas 

perencanaan. Dalam merumuskan tujllan dan langkah-Iangkah yang akan diambil 

dalam seliap perenC<1llaan yang mcnyangkut masalah kemiskinan perlu dirumus­

kan tcrlcbih dahulu asas kcadilan sosial scbagai dasar hukum utamanya. Altinya, 

perencanaan yang hendak disusull itu merupakan cerminan dari asas kebebasan 

1I1lt.uk mengungkapkau diri, asas kesempatan yang sarna, dan asas prioritas kepada 

kaUln miskin. Selanjlltnya, dalam perumusan perencanaan ini harns disusun pula 

peta kemiskinan. Tennasuk dalam pcta kemiskinan ini adalall garis kemiskinan, 

yang tidak terlalu rendah, sehingga memberi gambaran yang relatif realistik. Di 

samping itu dalam perumusan perencanaan pemecahan masalah kemiskinan ini, 

upaya pemberdayaan haruslah bersifal integral. Artinya, pemberdayaan eli sil1i 

meIiputi baik aspek-aspek ekollomis maupun aspek-aspek politis agar tidak 

pincang, dan dengan demikian akan lebih mempertinggi kemungkinan tingkat 

keberhasilannya. 

Selaltiutuya dalaln tahap pelaksanaaJl, ada dua faktor yallg perlu perhatiall. 

FaktorYallg pertka adalah faktor koordinasi. Hal ini mellgingat bahwa sesualu 

tujuan yang baik dall hUlnallistik sekalipUlI seperti pemecallall masalah kemiskin­

an ini, akan terallCam gagal manakala para pihak yallg terlibat ternyata berjalan 

pada jalur mereka masing-masing (anpa keterpaduall keljasalna. Kellumgkinall 

yallg Iebih jauh, mereka akall saling bersaing di lapallgan. Pada giliranllya, kallm 

miskin tidak lagi dipandallg sebagai subyek, melainkall sebagai obyek yallg hams 

digarap demi tercapainya target keIja masing-masing installsi. Faklor yang kedua 

adalah faktor pengawasan yang jujllr dall lugas. Hal iui perlu supaya urusall 
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memberdayakall, baik oleh pihak pemerilltah maupun pihak kaum mampu itu, 

tidak berubah melljadi urusan memperdayakan kaum miskill. 

Selanjutnya secara instrumental Hukum Admillistrasi perlu mengatur dan 

IIIcngarahkall agar pembaJlgunan ilu dilakukan oleh rakyat itu sendiri. Rakyat, 

termasuk kalUn rhiskin merupakan pelaku utarna pembangunan. Pemerilltah dalam 

hal ini hanyalah sekedar memberi arah dan tujuan, inspirasi dan motivasi, serta 

fasilitas yang diperlukan, serta bersifat akomodatif, dellgan tetap mendasarkan 

diri pada asas keadilan sosial. Hal ini berarti rakyat terutama kalUn miskin akall 

berfungsi sebagai subyek pembangunan dan bukan lagi sekedar penonton atau 

bahkan obyek pembangunan. 

Akan tetapi fungsi instrumental Hukum Administrasi ini kiranya tidak 

terselenggara sebagaimana yang seharusnya. Peratnran perundang-undangan yang 

adalah instrumeIi aktif pemerintah itu berfungsi bukan terutama untuk mengarah­

kan atan memicu inspirasi positif bagi aktivitas rakyat, melainkan lebih sebagai 

alat pembenaran atas segal a tindakan pemeontah, yang terbukti jnslru seringkali 

melanggar asas keadilall sosial ilu selldiri. 

Selain itu sifat perencanaan sebagai illstrlUnell pasif Hukum Administrasi 

temyata hanyalah tekllis semata-mata. Aspek sosial dan kemanusiaan terabaikan 

di sini. Oalam perencanaall, rakyat tidak diarallkanlUltuk berillisiatif. Kesempatan 

lmtuk mengembangkan diri praktis hanya bagi kalUn mampu tertentu saja. Rakyat 

dengan demikiall hanyalah obyek pelllballgunall. Asas prioritas kepada kaum 

miskin tidak tampak sama sekali. Hal illi berarti, asas keadilall sosial benar -benar 

telah terabaikan dalam pelaksanaan fungsi illstrunlental Hukum Adlllillistrasi ini. 

Oi bidallg pellgayoman, Hukum Administrasi dalam rangka upaya hukum 

pemecalulll masalah kemiskinan ini berfnngsi terutama dalam hal pengayoman 

reksa pemerintahan dan perlindungan Imkum. T erkait dengan urusan pengayomall 

reksa pemerilltallall berdasarkan asas kebebasan untuk mellgungkapkan diri dan 

usus keselllpatan yang sama, faktor keterbukaall dan peranserta merupakan faktor-
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faktor yang terutallla lIlenduluUlg upaya hukum pelllecahan masalah kellliskinan. 
I 

Selllentara itu perlindungan hukum yang diperlukan oleh kaumllliskin itu adalah 

perlindungan hukulll terhadap kekuasaan pemerintahan dan terhadap kekuasaan 

ekonollli, sesuai dengan asas pnoritas kepada kaum mlskin. 

Kaulll miskin lIlelllerlukan pengaturan yang lIleinungkinkan kepentingan 

serta nasib lIlereka terakolllodasikan di dalalll sistem politik. Hal ini merupakan 

manifestasi dari kebebasan kaum miskin itu sendin. Di samping itu merekapnn 

memerlukan transparansi dan kesempatan yang sama untuk lIlengakses bidang 

informasi, prosedur, dan register. Hal ini perlu bagi mereka agar lIlereka itu tidak 

lIlenjadi obyek penyalah-gunaan wewenang dan korban ketidak-tailUan dan 

keluguan mereka itu sendiri. 

Selllentara itu peranserta kaum miskin dalaJn upaya huklUll pemecahan 

masalah kemiskinan ini memeriukan solidaritas di antaJ'a mereka. Solidantas ini 

perlu untuk melllperkuat posisi lIlereka di hadapaJI pihak yang lain. Selanjutnya 

dalaJl1 hal penYaJl1paian aspirasi, faktor kekerasan haJUslail dihindari, karen a tidak 

selaras dengan tujuan hukulll ilu sendiri. 

Selanjutnya, kalHn miskin akan melllperoleh perlindungan hnkum terhadap 

kekuasaaJI pemenntahan, apabila badan peradilan lIlerupakan badaJl yang bebas 

dan penga.JUh pemerintah itu sendin. BadaJI peradilan 11dak dapat diperalat oleh 

pemerinlall. Sekaligus segala putusannya dipatuhi oleh pemerintah pula. Hal illi 

akan semakin efektif apabila sistem peradilaJl menunjukkaJl keterpaduan dan jelas 

pula strukturnya. 

NaJnun delllikian dalam hal reksa pemerintahan, keterbukaan pemerintah 

ilu lerbukti minim sekali. Rakyat dipandaJlg tidak perlu tahu dalam pc\bagai hal. 

Hal ini berarti pula ballwa peranserta rakyat bukaJIIail sesualu yang asasi dalalll 

reksa pemerintallan. Pad a gilirannya mekanisme kOlltrol, khususllya kOlltrol 

demokratik melalui DPR lIlaUpUIl DPRD praktis tidak be~ialan sebagaimalla yang 

sehaJUsnya. DPR dan DPRD praktis bekerja di bawaiI bayang-bayang pemelintalt. 
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Lembaga yang sehamsnya diawasi, justTu mengawasi lembaga yang sehamsnya 

mengawasmya. 

! Adapun tentang perlindungan hukum dari kekuasaan ekonomi, kaum 

miskin yang memerlukan perlindungan hukum itn temtama adalah kaum bumh 

dan petani, serta kaum marjinal yang terbuang dari sistem sosial yang ada. 

Demikian pula sektor pertanian memerlukan proteksi, baik terhadap kekuatan 

sektor sosial-ekonomi yang lain di dalam negeri, maupun yang bersifat global. . 

Akan tetapi terbukti pula bahwa lllereka mempakan anak till dalam penyelengga­

raan pelllballgullan. Selanjutnya dalalll hal perlindungan hukulll dari kekuasaan 

pemerintahanjuga terbukti sangatlah memprihatinkan. Bahkan wltuk kasus-kasus 

tertentn yang berkaitan dengan masalah tindakan pemerintah yang bersifat 

sepihak yang bukan penetapan, terbukti tidak tersedia badan peradilan yang 

berfungsi sebagai wadah perlindungan hukwn ini. Ij 

!I[)engan demikian terbuktilah bahwa rakyat, khususnya rakyat kedl itu 

berada di luar jangkauan pengayoman hukum. Dengan catatan kalau pengayoman 

hukum itu memang benar-benar ada secara substansial. OIeh karena itu perin 

kiranya dilakukan pel1iajagan atas kemungkinan diubahnya sistem peradilan, dari 

sistem multi bad,an peradilan ke sistem peradilan tunggal. Setiap kasus, apapun 

jenis dan bentnknya, diperiksa dan diputus oleh badan peradilan yang sarna itu. 

Dengan demikian tidak akan ada lagi kasus yang tidak tertangani di dalam rangka 

periindungan hukum itn. /1 

!!Kasus Kedungombo dalanl hal ini merupakan kasus representatif yang 

mampu memUljukkan betapa rapulmya fungsi Hukum Administrasi itu, temtama 

dalalll hal pelllecallan lllasalah kemiskinan di Indonesia. /1 

Akhimya, Hukulll Administrasi itu memang bukan obat mujarab ataupun 

satu-satunya jalan yangjitn IIntuk lllemecallkan masalall kemiskinall. Akan tetapi 

sebaliknya apabila Hukum Administrasi itu tidak direksa dengan baik, terbukti 

justru membuat kondisi kemiskinan itu menjadi semakin parah. 
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ABSTRACT 

Keyword5: Structural l'overzy; Empowerment; Social Justice Principles; 

Normative Function; Instmmental Function; and Security Function_ 

111is work discusses the relation between functions of Administrative Law 

and the solution of poverty problems_ How does tIle Administrative Law function 

on the solution of poverty problems_ By henneneutics, this work interprets or 

explains the relationship. 

The solution of the structural poverty problems is empowering tIle poor 

politically and economically. With the social justice principles as its legal 
i 

principles, Administrative Law should play its functions. The social justice 

principles consist of principle of equal basic liberties, principle of fair equality 

of opportunity, and principle of priority to the poor. On the other hand, 

Adminish-ative Law has three functions: normative, instrumental, and security 

functions. The three functions are closely interrelated. 

In its nonnative fUllction, Administrative Law regulates the govemment 

to steer the people, so that social gaps are eliminated, as well as the people, 

especially the poor people will be empowered politically and economically. The 

government arranges this duty in a planning, that is a passive instrumental 

fUllction of Administrative Law. The planning should contain the social justice 

principles as the legal foundation. In the realization level, it should reflect the 

security fUllction of Administrative Law: it warrants the govemmental transpar­

ency and the social or popular participation, as the realization of the priuciple of 

equal basic liberties and principle of fair equality of opportullity; and it secures 

the poor from political and ecoilOmical powers legally, as the realization of the 

principle of priority to the poor. 

Administrative Law is not the only and perfect solution for poverty 

problems. But if it is not well organized, then, the situation will be worse. 
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